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A. JUDUL
[bookmark: _Hlk214386659]ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL, PENGETAHUAN PAJAK DIGITAL, DAN SYSTEM SELF-ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA E-COMMERCE DI KOTA SURAKARTA.
B. LATAR BELAKANG 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi telah mengubah pola aktivitas perdagangan yang dulunya dilakukan secara konvensional menjadi serba digital. Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce, yaitu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media daring. E-commerce kini menjadi opsi utama masyarakat karena menawarkan efisiensi waktu, kemudahan transaksi, serta jangkauan pasar yang luas tanpa batas wilayah.
Secara global, sektor e-commerce berkembang sangat pesat. Berdasarkan laporan dari e-Conomy SEA 2024 yang diterbitkan oleh (Google et al., 2024) menunjukan bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia telah mencapai USD 90 miliar, dengan e-commerce sebagai kontributor utama. Peningkatan pengguna internet, meluasnya penggunaan smartphone, serta munculnya berbagai sistem pembayaran digital yang mudah digunakan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan tersebut. Selain itu, masa pandemi COVID-19 juga mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital karena keterbatasan aktivitas tatap muka.
Di Indonesia, kemajuan e-commerce terlihat dari peningkatan jumlah pengguna internet dan semakin banyaknya pelaku usaha yang beralih ke platform digital. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI, 2024), tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 79.5% dari total populasi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya secara daring. Berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan TikTok Shop menjadi sarana utama para pelaku UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.
 Berdasarkan data (BPS, 2020), (BPS, 2022), dan (BPS, 2023) mencatat bahwa jumlah pelaku usaha yang terhubung dengan e-commerce terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 2.361.423 usaha, naik menjadi 2.868.178 usaha pada tahun 2021, kemudian mencapai 2.995.986 usaha pada 2022, dan bertambah hingga sebanyak 3.816.750 usaha pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi strategi penting bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.
Meningkatnya aktivitas ekonomi digital juga memunculkan tantangan dalam aspek perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sejak tahun 2020. Berdasarkan data (DJP, 2024), Penerimaan PPN PMSE menunjukkan peningkatan dari Rp 731 miliar pada 2020, Rp 5,06 triliun pada 2021, Rp 10,89 triliun pada 2022, hingga Rp 14,52 triliun pada 2023. Meskipun terdapat peningkatan, sebagian besar penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan oleh marketplace, bukan dari pelaporan mandiri pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha digital, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di e-commerce masih perlu ditingkatkan.
Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam aktivitas e-commerce, kepatuhan perlu mendapat perhatian karena banyak transaksi berlangsung secara digital tanpa interaksi langsung dengan petugas pajak, sehingga memerlukan kesadaran dan inisiatif wajib pajak untuk melaporkannya secara mandiri.
Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan pajak digital. Kebijakan pajak digital yaitu regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti marketplace, e-commerce, dan platform digital lainnya. Kebijakan ini diharapkan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Namun, penelitian sebelumnya menunjukan temuan yang berbeda. Menurut (Hendo & Marfiana, 2024) menyimpulkan bahwa kebijakan pemungutan pajak digital terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, (Indrawan Rizki, 2025) kebijakan pajak digital belum sepenuhnya efektif karena pelaku usaha masih kurang memahami ketentutan perpajakan digital. Perbedaan temuan ini menunjukan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan.
Selain kebijakan pajak, pengetahuan pajak digital juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak digital yaitu pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan berbasis elektronik seperti e-Filing dan e-Billing. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih tertib melakukan pembayaran pajak. Penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024) menemukan bahwa pengetahuan pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun (Rahman, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan apabila tidak diikuti oleh sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan pajak digital saja belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan tanpa dukungan edukasi dan bimbingan.
Faktor lain yang juga berpengaruh adalah system self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya mandiri melalui sarana perpajakan elektronik. Sistem ini diharapkan mempermudah proses pelaporan pajak karena wajib pajak dapat mengatur sendiri proses administrasinya tanpa bergantung pada petugas pajak.  Menurut (Saddang Am & A. Sarjan, 2020) menyatakan bahwa system self-assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak secara mandiri. Namun (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022) menunjukkan bahwa system self-assessment belum mampu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak tidak memahami prosedur dan tata cara pelaporan dengan baik. Perbedaan hasil ini menunjukan bahwa penerapan system self-assessment membutuhkan kesiapan dan pemahaman wajib pajak agar benar-benar efektif.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil mengenai pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan kemudahan sistem terhadap kepatuhan pajak. Sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sementara lainnya menyatakan tidak signifikan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan UMKM dan aktivitas e-commerce yang cukup pesat. Berdasarkan data (Espos, 2023), jumlah usaha mikro dan kecil di kota ini mencapai 13.203 unit usaha. Namun, tingkat pemanfaatan marketplace masih terbatas. Berdasarkan Kajian Digitalisasi IKM dan UMKM oleh (BRIDA Surakarta, 2024), baru 34,78% pelaku usaha yang memanfaatkan platform e-commerce. Berdasarkan populasi tersebut, jumlah pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta hingga 2024 dapat di perkirakan mencapai sekitar 4.593 unit. Meskipun jumlah tersebut menunjukkan peningkatan adopsi digital, kesadaran dan kepatuhan perpajakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha belum memahami ketentuan perpajakan digital. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui apakah kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha e-commerce serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul: “Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Digital, Pengetahuan Pajak Digital, dan System Self-Assessment terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-commerce di Kota Surakarta”.
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah kebijakan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta?
2. Apakah pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta?
3. Apakah system self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta?
4. Apakah kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta?
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui apakah kebijakan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
2. Mengetahui apakah pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
3. Mengetahui apakah system self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
4. Mengetahui apakah kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assesment berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
E. Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak digital, tingkat pengetahuan pajak digital, serta system self-assessment. Temuan yang diperoleh dapat memperkaya referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku e-commerce. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dalam perkembangan ekonomi digital dan perilaku wajib pajak.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha, sehingga dapat menjadi masukan informatif bagi pemerintah daerah atau instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak digital di wilayahnya.
b. Bagi Pelaku Usaha E-Commerce
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan di era digital, serta mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing secara tepat.

c. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang membutuhkan kajian terkait perpajakan digital, system self- assessment, serta perilaku kepatuhan wajib pajak.
F.  Tinjauan pustaka 
F.1 Landasan Teori 
F.1.1.  Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat (behavioral intention), sedangkan niat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak karena proses pemenuhan kewajiban perpajakan melibatkan kesadaran, persepsi, serta keyakinan individu.
Sikap wajib pajak dapat tercermin dari pandangan mereka terhadap manfaat, kemudahan, serta keadilan sistem perpajakan. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, seperti dorongan dari sesama pelaku usaha atau edukasi dari pemerintah. Sementara itu, kontrol perilaku yang dipersepsikan berhubungan dengan seberapa besar wajib pajak merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.
TPB menjadi landasan teoritis yang tepat untuk penelitian ini karena ketiga variabel independen yang digunakan berhubungan langsung dengan pembentukan niat wajib pajak untuk patuh:
1. Kebijakan pajak digital memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten akan membentuk sikap positif sehingga mendorong munculnya niat untuk patuh.
2. Pengetahuan pajak digital berperan dalam meningkatkan perceived behavioral control. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai e-billing, e-filing, dan PPN PMSE, semakin besar rasa mampu yang dirasakan, sehingga niat untuk melaksanakan pelaporan pajak meningkat.
3. System self-assessment berkaitan langsung dengan perceived behavioral control karena mekanisme ini menuntut wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan persepsi kemudahan dan mendorong kepatuhan.
Berdasarkan hal tersebut, Theory of Planned Behavior memberikan dasar logis bahwa kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment dapat memengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha, baik secara langsung melalui sikap dan kontrol maupun secara tidak langsung melalui pembentukan niat untuk patuh.
F.1.2.  Kepatuhan Pajak 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Budiatmanto, 1999; dikutip dalam Witono, 2008). Kepatuhan perpajakan mencakup kepatuhan formal dan material, dimana kepatuhan material berarti memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif, sedangkan kepatuhan formal berarti mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Safri nurmantu, 2005).
Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan yang mudah, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan pajak menjadi isu penting pada pelaku usaha e-commerce karena transaksi dilakukan secara digital dan banyak pelaku usaha belum memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukan bahwa, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assesment yang disediakan pemerintah. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.
F.1.3. Kebijakan pajak digital 
Kebijakan pajak digital merupakan regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti marketplace, e-commerce, dan platform digital lainnya. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan fiskal antara usaha konvensional dan digital serta memperluas basis penerimaan negara.
Menurut  (Wijaya et al., 2025) digitalisasi perpajakan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan sistem administrasi pajak dengan perkembangan teknologi agar wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian (Affardi, 2024) juga menjelaskan bahwa kebijakan pajak digital seperti PPN PMSE merupakan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari pelaku usaha berbasis digital. Namun, efektivitas kebijakan tersebut juga bergantung pada pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan aturan pajak digital. Kebijakan pajak digital di Indonesia juga tertulis pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PMK Nomor 60/PMK.03/2022, serta regulasi penunjukan pemungut PPN PMSE.
Kebijakan pajak digital dapat dilihat sebagai variabel penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Indonesia, karena memberikan kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap transaksi berbasis digital.
F.1.4.  Pengetahuan Pajak Digital
Pengetahuan pajak digital adalah pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan berbasis elektronik, termasuk e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan ketentuan pajak digital yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup kemampuan memahami cara pelaporan, pembayaran, serta aturan pajak yang diberlakukan pada transaksi e-commerce.
Menurut (Triansyah & Putra, 2025), literasi pajak dan literasi digital berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pemahaman teknologi mempermudah mereka menjalankan kewajiban perpajakan melalui sistem elektronik. Dalam penelitiannya, pengetahuan perpajakan berbasis digital terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Rahman, 2022) juga menemukan bahwa pengetahuan pajak digital berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha berbasis digital karena sistem digital mempermudah proses administrasi perpajakan yang sebelumnya dianggap rumit.
Pengetahuan pajak digital menjadi faktor penting karena pelaku usaha e-commerce yang memahami aturan pajak dan cara penggunaan sistem digital cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya.
F.1.5.  System self-assesment 
System self-assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini dianggap memberikan kemudahan karena proses perpajakan menjadi lebih fleksibel dan sederhana.
System self-assessment menjadikan wajib pajak bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena seluruh proses administrasi dan pelaporannya dilakukan secara mandiri. Kewajiban tersebut menurut (Siti kurnia, 2020; dikutip dalam Saddang Am & A. Sarjan, 2020) yaitu:
a) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP). 
b) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).
c) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
Pembayaran dilakukan tanpa menunggu penagihan dari petugas, dan apabila terdapat kekurangan bayar maka harus dilunasi sebelum jatuh tempo. Pembayaran mandiri juga menjadi bagian dari kredit pajak (prepayment) yang nantinya diperhitungkan pada pajak terutang akhir tahun. 
Menurut (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022), penerapan Self-Assessment System bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan administrasi. Namun, mereka menemukan bahwa sistem ini belum sepenuhnya efektif karena sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan memahami prosedur perpajakan digital, sehingga kepatuhan tidak otomatis meningkat. Penelitian (Fitdra & Inayati, 2022) juga menjelaskan bahwa Self-Assessment System akan efektif meningkatkan kepatuhan jika sistem perpajakan mudah diakses, tidak rumit, serta disertai sosialisasi dan edukasi yang memadai bagi wajib pajak.
System Self-Assessment menjadi faktor penting yang dapat mendorong pelaku usaha e-commerce untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, System Self-Assessment harus diiringi dengan tingkat pemahaman yang baik agar dapat berjalan optimal.
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	 4. 
	Ahmad Barri, Rahmad Sujud Hidayat (2025)
	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing
	Data yang diperoleh dianalisis  menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara digitalisasi dan tingkat kepatuhan pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi  perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, serta transparansi pelaporan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan e-filing juga memperkuat konsep kepatuhan  sukarela  (voluntary  compliance), di mana Wajib Pajak secara sadar dan mandiri melaporkan pajaknya tanpa tekanan eksternal. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal literasi digital  dan stabilitas sistem elektronik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, melakukan sosialisasi berkelanjutan, serta menyediakan layanan bantuan digital yang ramah pengguna agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak di Indonesia

	5. 
	Arsita Fajria Hidayati, Kartika Hendra Titisari, Sari Kurniati (2022)
	Pengaruh Pengetahuan Pajak,  System Self-Assessmen, Pelayanan
Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam
pengumpulan datanya. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, self assessment system dan pelayanan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dari transaksi online marketplace masih rendah dan pengawasan masih minim, sehingga diperlukan kajian alternatif pengenaan pajak yang lebih efektif dan adil.

	6. 
	Novian Ristanto, Martinus Budiantara (2025) 
	Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
	Dianalisis melalui regresi linear
berganda dengan SPSS.
	Mengungkapkan bahwa literasi pajak (β = 0,086; sig. 0,008) dan e-Filing (β = 0,815; sig. 0,000) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan,
sedangkan kesadaran pajak tidak signifikan (sig. 0,236). Koefisien determinasi (R² =90,3%) menunjukkan ketiga variabel dominan dalam menjelaskan variasi kepatuhan. Temuan ini memperkuat pentingnya edukasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, meski kesadaran pajak perlu didukung faktor lain seperti kepercayaan pada pemerintah.

	7. 
	Saddang Am, A. Sarjan (2020)
	Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone)
	Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
sederhana.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh self
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 32,1%

	8.
	Deetje Wieske Manuain, Nonce.F.Tuati, Hapsa Usman (2024)
	Pengaruh digitalisasi pajak, self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Kota Kupang 

	Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan menggunakan analisis regresi linier berganda
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan, sistem self assessment dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Kupang.


	9.
	Nadia Fransisca, Hendo Andri Marfiana (2024)
	Dampak penunjukan pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan di indonesia
	Dianalisis secara statistik deskriptif.
	Penelitian ini mengonfirmasi teori kepatuhan pajak dan menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE efektif dalam mengatur perpajakan di era digital. Saran yang diajukan meliputi peningkatan komunikasi dan sosialisasi  oleh DJP, kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia, serta pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk ekonomi digital. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela pemungut PPN PMSE dan dampak kebijakan perpajakan digital terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

	10.
	Anisa Dwi, Wahyuni Rizki Indrawan (2025)
	Systematic Literature Review: Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia
	Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR)
	Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan pajak digital melalui regulasi seperti PPh dan PPN atas transaksi digital serta sistem pelaporan  self-assessment dan withholding. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak, kurangnya edukasi, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan pengawasan. Meskipun  demikian, terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi, perluasan basis pajak, dan kolaborasi internasional. Dampak terhadap kepatuhan pajak belum optimal, namun dapat ditingkatkan dengan strategi yang tepat, termasuk edukasi dan reformasi administrasi. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, sinergi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi sebagai langkah strategis untuk mendukung keberhasilan implementasi pajak digital di Indonesia.

	11.
	Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono dan Marni Mustafa (2022)
	Self assessment dalam hukum pajak 
	Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
	Hasil penelitian menunjukkan sistem self- assessment yang diterapkan belum dapat mengubah wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan secara mandiri dan jujur.

	12.
	Leonardo Kurniawan, Sabam Simbolon (2022)
	Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online
Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP
Pratama Tangerang Barat)
	Dalam pengolahan dan pengujian
data menggunakan aplikasi SPSS versi 26.
	hasil dari penelitian. Secara parsial (uji t), Pengetahuan
Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi, Penerapan Online Pajak kepada Kepatuhan Wajib Paja signifikansi,Self Assessment System kepada Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi 


	13.
	Adi Rakhman Habib (2022)
	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM ERA DIGITAL
	Metode analisis data: menggunakan Partial Least Square (PLS).
	Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pajak, digitalisasi sistem
perpajakan dan literasi pajak berbasis digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.








F.3  Hipotesis
Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian, yang disusun berdasarkan teori serta didukung hasil penelitian terdahulu. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis data yang diperoleh dari pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
1. Pengaruh Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak
Kebijakan pajak digital merupakan regulasi pemerintah yang mengatur pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk e-commerce dan marketplace. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital, serta mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Secara teori, kebijakan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong perilaku kepatuhan. Penelitian (Hendo & Marfiana, 2024) menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh (Rasyid & Lukman, 2025) yang juga menunjukkan bahwa penerapan pajak digital meningkatkan kepatuhan UMKM.
H1: Kebijakan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak
Pengetahuan pajak digital adalah pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan penggunaan sarana perpajakan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan PPN PMSE. Secara teoretis, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin mudah mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.
Penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024) dan (Sri et al., 2025) membuktikan bahwa pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2: Pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
3. Pengaruh System Self-Assessment terhadap Kepatuhan Pajak
System self-assessment merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini diharapkan mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan, terutama melalui penggunaan layanan digital.
Penelitian (Saddang Am & A. Sarjan, 2020) menyatakan bahwa system self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan kewajibannya. Penelitian (Manuain et al., 2024) juga menemukan bahwa system self-assessment meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memahami tata cara pelaporan dengan baik. Selain itu, penelitian (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022) menegaskan bahwa self-assessment dapat berjalan efektif apabila tingkat pemahaman wajib pajak memadai.
H3: System self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
4. Pengaruh Kebijakan Pajak Digital, Pengetahuan Pajak Digital, dan System Self-Assessment secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak merupakan hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Kepatuhan dapat meningkat apabila regulasi perpajakan diterapkan dengan jelas, wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur perpajakan, serta sistem administrasi pajak dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Kebijakan pajak digital memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak atas transaksi elektronik, sementara pengetahuan pajak digital membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan berbasis elektronik. System self-assessment memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.
Penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh simultan dari ketiga faktor tersebut. Penelitian oleh (Hendo & Marfiana, 2024) serta  (Rasyid & Lukman, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital dapat meningkatkan kepatuhan apabila dipahami dengan baik oleh wajib pajak. Penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024) dan (Sri et al., 2025) membuktikan bahwa pengetahuan pajak digital turut mendorong kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian (Saddang Am & A. Sarjan, 2020), (Manuain et al., 2024), dan (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022)  menegaskan bahwa efektivitas system self-assessment dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada pemahaman dan kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut.
H4: Kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta
F.4  Kerangka Pikiran
Penelitian ini terdiri dari variabel independen kebijakan pajak digital (X1), pengetahuan pajak digital (X2), dan system self-assessment (X3). Ketiga variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce (Y). Kebijakan pajak digital memberikan kepastian hukum dan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi elektronik. Pengetahuan pajak digital berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaporan pajak berbasis elektronik. Sementara itu, system self-assessment memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Apabila kebijakan jelas, pengetahuan memadai, dan sistem mudah digunakan, maka tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce diharapkan meningkat.
Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran berikut:Kebijakan pajak digital (X1)


					H1Kepatuhan pajak (Y)

Pengetahuan pajak digital (X2)

				H2

System self-assessment (X3)

					H3

Sumber : (Hendo & Marfiana, 2024), (Ristanto & Budiantara, 2024), (Saddang Am & A. Sarjan, 2020)
G. Metodelogi penelitian 
G.1 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta yang menjalankan aktivitas penjualan barang atau jasa melalui platform marketplace meliputi platform seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha e-commerce yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan, serta menjadi bagian dari sektor perdagangan berbasis elektronik yang berpotensi menjadi subjek pemungutan pajak digital. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.


G.2  Populasi dan sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta yang melakukan penjualan barang atau jasa melalui platform marketplace digital, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop. Populasi ini dipilih karena marketplace merupakan platform e-commerce terstruktur yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital serta berpotensi tercatat sebagai objek pemungutan pajak digital.
Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida, 2024) Kota Surakarta, persentase UMKM yang memanfaatkan marketplace mencapai 34,78%. Dengan merujuk jumlah usaha UMKM yang tercatat pada publikasi resmi daerah, estimasi jumlah pelaku usaha e-commerce aktif di Kota Surakarta hingga 2024 adalah sekitar 4.593 unit usaha. Namun demikian, karena belum terdapat publikasi resmi yang secara eksplisit menyajikan jumlah pelaku e-commerce, maka ukuran populasi dalam penelitian ini dikategorikan tidak diketahui secara pasti.
2. Sampel 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kemudahan akses kepada responden. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin karena ukuran populasi tidak diketetahui secara pasti. Populasi penelitian ini diperkirakan sebanyak 4.593 pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta. Dengan tingkat kesalahan 10% (0,10), maka jumlah sampel yang diperlukan adalah:





						         
Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 98 responden.   
G.3 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai konsep variabel penelitian dalam bentuk indikator yang dapat diukur secara empiris, sehingga variabel dapat diobservasi secara nyata melalui instrumen penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), definisi operasional merupakan penjabaran variabel penelitian ke dalam indikator yang dapat diukur agar variabel dapat diuji secara kuantitatif. Oleh karena itu, definisi operasional digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen kuesioner dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen sebagai berikut:
1. Variabel dependen (Y): Kepatuhan Pajak
Variabel ini didefinisikan sebagai tingkat ketaatan pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, mulai dari pelaporan, penghitungan, pembayaran pajak hingga penyimpanan bukti perpajakan.
2. Variabel independen (X1): Kebijakan Pajak Digital
Variabel ini didefinisikan sebagai aturan dan ketentuan pemerintah yang mengatur pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce melalui sistem digital.
3. Variabel independen (X2): Pengetahuan Pajak Digital
Variabel ini didefinisikan sebagai sejauh mana pelaku usaha memahami ketentuan perpajakan digital, penggunaan aplikasi e-filing atau e-billing, serta kewajiban perpajakannya.
4. Variabel independen (X3): System Self-Assessment
Variabel ini didefinisikan sebagai persepsi pelaku usaha terhadap kemudahan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri melalui sistem perpajakan digital.
	Variabel
	Definisi operasional
	Indikator
	skala

	Kebijakan pajak digital (X1)
	Aturan pajak digital yang diberlakukan pemerintah pada transaksi e-commerce melalui sistem elektronik (PMSE).
	1. Kompleksitas regulasi pajak digital.
2. Kemudahan pemahaman pajak digital  
3. Sosialiasi kebijakan pajak digital.
	Likert 1-5

	Pengetahuan Pajak Digital (X2)	
	Tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem perpajakan elektronik.
	1. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan  
2. Pengetahuan mengenai sanksi
3. Pengetahuan mengenai prosedur perpajakan digital
	Likert 1-5

	 System self-assessment (X3)
	Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui sistem perpajakan digital
	1. Kewenangan dalam menentukan besaran pajak secara mandiri.
2. Secara aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.
3. Aparatur pajak tidak terlibat dan hanya mengawasi.
	Likert 1-5

	Kepatuhan Pajak (Y)
	Tingkat ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu
	1. Bayar pajaknya tepat waktu.
2. Melaporkan pajak secara benar (tidak adanya kecurangan).
3. Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak
	Likert 1-5



G.4  Metode Analisis
G.4.1  Analisis statistik deskriptif
Menurut (Ghozali, 2018) Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan kecenderungan jawaban atas setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.
Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk melihat kecenderungan dan variasi jawaban pada setiap indikator variabel. Selain itu, digunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden, seperti platform e-commerce yang digunakan, lama menjalankan usaha, dan status wajib pajak. 
Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, system self-assesment, serta tingkat kepatuhan pajak.
G.4.2  Statistik Inferensial / Pengujian Hipotesis
Untuk menguji pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce, digunakan analisis statistik inferensial dengan metode regresi linier berganda. Menurut (Ghozali, 2018), regresi linier berganda digunakan ketika variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas, dan bertujuan mengukur kekuatan hubungan serta arah pengaruh antar variabel.
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Corrected Item-Total Correlation. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung > r-tabel atau nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2018). Jika seluruh item valid, maka instrumen layak digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap instrumen yang digunakan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,70 (Ghozali, 2018). Jika nilai memenuhi standar tersebut, maka instrumen dinyatakan stabil dan dapat dipercaya.
3. Uji Asumsi Klasik
Menurut (Ghozali, 2018), uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga hasil estimasi valid dan tidak bias. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Menurut (Ghozali, 2018), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual mengikuti distribusi normal. Uji ini dapat dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau grafik Normal P-Plot. Residual dinyatakan normal apabila nilai signifikansi > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas terjadi jika variabel independen saling berkorelasi kuat sehingga mengganggu estimasi model. Untuk mendeteksinya digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance diatas 0,10 (Ghozali, 2018).
c. Uji Heteroskedastisitas
Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan. Pengujian dapat menggunakan uji Glejser atau Scatterplot. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari kebijakan pajak digital (X₁), pengetahuan pajak digital (X₂), dan system self-assessment (X₃) terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce (Y). Teknik analisis ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat secara simultan.
Menurut (Ghozali, 2018), regresi linear berganda merupakan metode statistik yang bertujuan mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan melihat arah dan besar pengaruhnya. Sementara itu, (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel terikat tersebut. 
Dengan demikian, analisis regresi berganda menjadi alat yang tepat ketika peneliti ingin mengetahui variabel mana yang paling dominan atau signifikan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.
Penggunaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model sebagai berikut:

Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + e

Keterangan:
Y  = Kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce
X₁ = Kebijakan pajak digital
X₂ = Pengetahuan pajak digital
X₃ = System self-assessment
α  = Konstanta
β₁...β₃ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent
e  = Error (residu)
Model regresi tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji secara parsial maupun simultan pengaruh ketiga variabel bebas terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce. Hasil regresi nantinya akan memberikan gambaran mengenai pengaruh, tingkat signifikansi, serta besarnya kontribusi masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak.
Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, peneliti dapat melihat apakah kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment benar-benar memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

5. Uji Statistik
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 metode berikut :
a. Uji Statistik t (Parsial)
Menurut (Ghozali, 2018), uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05), kriteria pengujian adalah:
· Jika p-value < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
· Jika p-value ≥ 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak berpengaruh signifikan.
b. Uji Statistik F (Simultan)
Menurut (Ghozali, 2018), uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian : 
· Jika p-value < 0,05, maka model regresi signifikan secara simultan.
· Jika p-value ≥ 0,05, maka model regresi tidak signifikan secara simultan.
6. Koefisien Determinasi (R²)
Menurut (Ghozali, 2018), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Rentang nilai R2 adalah antara 0 hingga 1. 
· Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang kuat.
· Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen hanya sedikit menjelaskan variabel dependen.
Rumus R2 yang digunakan pada analisis regresi :

Keterangan: 
R² = Koefisien Determinasi
SSR (Sum of Squares Regression) = jumlah kuadrat regresi
SST (Total Sum of Squares) = jumlah kuadrat total
Namun pada regresi linear berganda, penggunaan R2 sering dianggap kurang akurat karena nilai R2 cenderung meningkat meskipun penambahan variabel independent tidak memberikan kontribusi nyata. Oleh karena itu, digunakan Adjusted R2 yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel. 


Keterangan : 
n = jumlah sampel 
k = jumlah variabel independent 
R2 = koefisien determinasi
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KUESIONER PENELITIAN 
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL, PENGETAHUAN PAJAK DIGITAL, DAN SYSTEM SELF-ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA E-COMMERCE DI KOTA SURAKARTA


Identitas responden 
1. Nama…
2. Jenis kelamin 
· Perempuan 
· Laki-laki 
3. Umur
· 17 tahun – 30 tahun 
· > 30 tahun 
4. Platform e-commerce yang digunakan 
· Shopee
· Tokopedia 
· TiktokShop
· Lazada
· Blilbli
· Lainnya..
5. Lama menjalankan usaha 
· < 1 tahun 
· 1 – 3 tahun 
· 3 – 5 tahun 
· > 5 tahun 

A. Kepatuhan Pajak ( Y ) 
Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, di mana : 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 

	No 
	Indikator 
	Pertanyaan 
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Bayar pajaknya tepat waktu.
	Saya selalu membayar pajak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya berusaha tidak menunda pembayaran pajak untuk menghindari sanksi.
	
	
	
	
	

	2. 
	Melaporkan pajak secara benar (tidak adanya kecurangan).
	Saya melaporkan pajak sesuai kondisi usaha yang sebenarnya tanpa rekayasa.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya teliti dalam melakukan pelaporan pajak agar tidak terjadi kesalahan.
	
	
	
	
	

	3. 
	Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak
	Saya mengetahui jadwal dan batas waktu pelaporan pajak usaha saya.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya memahami kapan jatuh tempo pembayaran pajak setiap periodenya.
	
	
	
	
	




B. Kebijakan pajak digital (X1) 
Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, di mana : 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 

	No
	Indikator
	Pertanyaan
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kompleksitas regulasi pajak digital.

	Saya merasa aturan mengenai pajak digital cukup jelas dan tidak membingungkan
	
	
	
	
	

	
	
	Regulasi pajak digital mudah saya pahami dan tidak terlalu rumit untuk diterapkan
	
	
	
	
	

	2. 
	Kemudahan pemahaman pajak digital  
	Informasi mengenai pajak digital cukup jelas dan mudah dimengerti.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya dapat memahami kewajiban perpajakan digital tanpa bantuan pihak lain.
	
	
	
	
	

	3. 
	Sosialiasi kebijakan pajak digital.
	Saya pernah menerima sosisaliasi mengenai pajak digital dari pemerintah. 

	
	
	
	
	

	
	
	Informasi mengenai kewajiban pajak digital sering disampaikan di media sosial.

	
	
	
	
	




C. Pengetahuan Pajak Digital (X2)
Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, di mana : 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 
5 = sangat setuju

	No
	Indikator
	Pertanyaan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Pemahaman mengenai peraturan perpajakan  
	Saya memahami aturan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha e-commerce.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan pemerintah
	
	
	
	
	

	2. 
	Pengetahuan mengenai sanksi


	Saya mengetahui adanya sanksi ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya memahami konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan pelaporan pajak.
	
	
	
	
	

	3. 
	Pengetahuan mengenai prosedur perpajakan digital 
	Saya mengetahui cara melakukan pelaporan pajak melalui e-Filing 
	
	
	
	
	

	
	
	Saya mengetahui prosedur pembuatan kode billing serta pembayaran pajak digital. 
	
	
	
	
	




D. System self-assessment (X3)
Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, di mana : 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 
5 = sangat setuju

	No
	Indikator
	Pertanyaan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Kewenangan dalam menentukan besaran pajak secara mandiri..
	Saya memahami bahwa saya memiliki kewenangan untuk menghitung pajak terutang sendiri.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya merasa perhitungan pajak terutang dapat saya lakukan tanpa bantuan aparatur pajak.
	
	
	
	
	

	2. 
	Secara aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.
	Saya menghitung pajak usaha saya secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tanpa bergantung pada pihak lain
	
	
	
	
	

	3. 
	Aparatur pajak tidak terlibat dan hanya mengawasi
	Aparatur pajak tidak memengaruhi perhitungan pajak saya, kecuali untuk keperluan pengawasan.
	
	
	
	
	

	
	
	Saya merasa diberi kepercayaan penuh untuk mengelola kewajiban pajak melalui system self-assessment.
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